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ABSTRAK

Tindak pidana pemilihan umum adalah setiap orang, badan hukum ataupun
organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-
halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut
undang-undang. Permasalahan, Bagaimanakah tugas dan tanggungjawab bawaslu
terhadap eksekutor pemilu yang melanggar ketentuan undang — undang nomor 7
tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan Bagaimanakah klasifikasi perbuatan
yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut hukum positif di
Indonesia. Dalam penyususnan skripsi ini, menggunakan metode penelitian
normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Simpulan, Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota
terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Mengawasi pelaksanaan
tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, Mencegah terjadinya
praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota, Mengawasi netralitas semua pihak
yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, Mengawasi pelaksanaan putusanj keputusan di wilayah
kabupaten/kota Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
di wilayah kabupaten/kota; mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota; melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan. Klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana

pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia, yaitu antara lain :
Perselisihan hasil pemilu, Pelan

ggaran admisnistrasi pemilu, dan Pelanggaran
terhadap hukum pidana pemilu.

Rekomendasi, Perlunya meningkatkan Kualitas SDM dj jajaran Bawaslu sendiri
dalam pemahaman kepemiluan serta peningkatan moral penyelenggara pemilu agar
mencapai SDM yang lebih berintegritas. Untuk instansi Bawasly kabupaten/kota,

agar kiranya menunjukkan kinerja yang perfeksionis, solidaritas, dan berintegritas
dalam menangani permasalahan pemilu yang ada, ini adalah tantangan bagi
Bawaslu daerah kabupaten/kota sebagai lembaga permanen.

Kata kunci : Bawasly, Eksekutor, Pemilu.
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BABIv

A. Kesimpulan

1. Tugas dan tanggungjawab bawaslu terhadap eksekuor pemilu yang
melanggar ketentuan undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilihan umum yaitu, Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah
kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu,
Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah
kabupaten/kota, Mencegah terjadinya praktik politik vang di wilayah
kabupaten/kota, Men gawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta
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